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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber
penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan
olen daerah terutama sejak diberlakukanya otonomi daerah di
indonesia, yaitu mulai tanggal 1 januari 2001. Dengan adanya otonomi,
daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan
daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari
bberbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh
daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak
dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yag berasal
dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi
masing-masing daerah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada
negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi
penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat
langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas

jasa dari negara.



Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini
dipungut di indonesia adalah sebagai berikut:

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan
undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

b. Hasil penerimaan retribusi masuk kekas pemerntah daerah

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi
(balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas
pembayaran yang dilakukan.

d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atu badan.

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan
memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah.!

Sesuai undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2
dan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi
dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawabh ini:

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan

! Siahan pahala marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2013), h.5.



dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribad
atau badan.

Reribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengadilan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana, atau fasilitas tertenu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.?

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, retribusi jasa usaha

adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut

prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah

dengan menganut prinsip komesial salah satunya yaitu Retribusi

? Siahan pahala marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, h.620.



Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainya
dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh
pemerintah daerah. Dikecualikan oleh objek Retribusi Terminal adalah
terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah,
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah
memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini
dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan
pemerintah dan pembangunan daerah.*

Selanjutnya untuk memperjelas pendapat Abdul Halim atau
pendapat Ibnu Syamsi tentang sumber pendapatan daerah sebagai
berikut: Sumber pendapatan daerah sebagian besar masih berupa
bantuan dari pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan

pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan daerah merupakan realisasi

® Siahan pahala marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,h.628.
* Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Selemba Empat,
2004), h.28



kebijaksanaan fiskal, dan kebijaksanaan fiskal ini termasuk bagian dari
kebijaksanaan pemerintah daerah dalam pembangunan, maka
kebijaksanaan penganggaran daerah harus ditangan dengan sebaik-
baiknya. Sampai saat ini yang merupakan sumber Pendapatan Asli
Daerah adalah apa yang termaktub dalam lampiran Instruksi Menrti
Dalam Negri No.16 Tahun 1968 tentang pengumpulan data mengenai
sumber-sumber penghasilan daerah otonom yang terdiri dari : (1).
Pajak Daearh (2). Retribusi (3). Perusahaan Daerah (4). Dinas Daerah
(5). Lain-lain pendapatan Daerah.’

Komentar penulis memperkuat pendapat dalam sebagaimana
dijelaskan oleh Djoko Muljono bahwa. kantor pelayanan
perbendaharaan negara (KPPN) merupakan kantor yang mengelola
pengeluaran uang negara, baik melalui APBN maupun APBD, yang
juga ditunjuk sebagai kantor yang memungut PPN bersamaan dengan
pengeluaran uang negara yang dikelolanya.®

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini mencoba
untuk melihat adanya pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli

daerah, yang direflesikan melalui sebuah penelitian yang berjudul

® Syamsi ibnu, dasar-dasar kebijakan keuangan negara, (Jakarta: PT Rineka
cipta, 1994), h.221.

® Muljono djoko, pajak pertambahan nilai,(Yogyakarta: CV Andi offset,
2008), h.110.



“Pengaruh Retribusi Terminal Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(studi kasus di DPKD kota serang dan UPT Terminal)”

B. Identifikasi Masalah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupkan semua penerimaan
yang dperoleh daerh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang
dipungut berdasarkan perturan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sektor pendapatan daerah
memegang peranan yang sangat ppenting, karena melalui sektor ini
dapat dilihat sejaun mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan
pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dipungut oleh
daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak
dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang
berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi
masing-masing daerah.

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada
negara karena adanya jasa tertetu yang diberikan oleh negara bagi
penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat bersifat langsung,
yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari

negara.



Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan
dikelola oleh pemeritah daerah. dikecualikan oleh objek retribusi
terminal adalah terinal yan disediakan, dimiiki, atau dikelola oleh

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dari apa yang diharapkan, maka
dari itu permasalahan dibatasi dengan data yang yang diguanakan dari
laporan keuangan dinas pendapatana asli daerah (PAD) tentang

retribusi terminal dari tahun 2013-2015.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu
pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah terdapat pengaruh dari retribusi terminal terhadap
pendapatan asli daerah dikota serang ?
2. Seberapa besar pengaruhnya peningkatan pendapatan asli

daerah dengan adanya retribusi terminal ?



E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh dari retribusi terminal terhadap
pendaptan asli daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendaptan asli

daerah dengan adanya retribusi terminal tersebut.

F. Manfaat Penelitian
1. Bagi peneliti
Peneliti ini diharapkan dapat menambah referensi dan
mengembangkan  ilmu  pengetahuan, menjadi  sarana
pengembangan berfikir ilmiah dan rasional dalam mengkaji
bidang keahlian yang dipelajari serta diharapkan dapat di
implementasikan.
2. Bagi lembaga pendidikan
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi di
perpustakaan 1AIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
sehingga informasi dan data yang ada dapat digunakan untuk

referensi dalam belajar, khususnya dalam pendapatan daerah.



Dan juga penelitian ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan
lembaga pendidikan dalam mendidik mahasiswanya.
3. Bagi UPT Terminal Juga Dinas Pendapatan Daerah
Dengan ditelitinya pengaruh retribusi terminal dinas
tersebut bisa lebih meningkatkan kegigihan dalam kinerja dan
pengelolaan keuangan daerahnya supaya bisa memberikan efek

yang baik bagi pembangunan daerah.

G. Kerangka Pemikiran

Retribusi daerah dan pajak daerah sebagai sumber penerimaan
daerah telah dipungut di indonesia sejak awal kemerdekaan indonesia.
Sumber penerimaan ini terus di pertahankan sampai dengan era
otonomi daerah dewasa ini. Penetapan retribusi daerah dan pajak
daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar
hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-
undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah.

Undang-undang Nomor 48 tahun 1948 tentang pemerintah
daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah :

1. Pajak dan retribusi daerah

2. Hasil perusahaan daerah
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3. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah, dan

4. Pedapatan ain-lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan),
macam-macam  penjualan  barang-barang milik daerah,
penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok
pemerintahan di daerah menetapkan bahwa sumber keuangan daerh
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan daerah

d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, yang
terdiri dari :

a. Sumbangan dari pemerintah, dan

b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan

perundang-undangan.

c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) vyaitu penerimaan yang

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang
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dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

prundang-undangan yang berlaku, meliputi :

ta

Hasil pajak daerah.

b. Hasil retribusi daerah.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen,
dan penjualan saham milik daerah, serta.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain penjualan
aset tetap daerah dan jasa giro.’

Retribusi daerah tingkat 1l yang dipungut sampai dengan tahun
1997 adalah jenis retribusi daerah tingkat Il yang diadakan sesuai
dengan undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1957 jo instruksi
mentri dalam negri Nomor 16 tahun 1968 seperti: a). Uang leges. b).
Uang tol bea jalan. c¢). Uang bea pangkalan. d). Uang bea
penambangan. e). Bea pembantaian dan pemeriksaan. f). Uang
sempadan dan izin bangunan. g). Retribusi atas pemakaian tanah. h).
Bea penguburan. i). Retribusi parkir. j). Retribusi terminal bus dan non
bus. k). Uang sewa tanah dan bangunan yang dikuasai pemerintah

daerah tingkat Il. ). Retribusi pengerukan dan penyedotan kakus

’ Siahan pahala marihot, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,h.11.
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(jamban). m). Retribusi pemberian izin perusahaan. n). Retribusi
pengujian kendaraan yang tidak bermotor dan. o). Retribusi-retribusi
lainya.®

Retribusi juga sudah diatur dengan undang-undang, yakni dalam
undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34
Tahun 2000

Retribusi agak berbeda dengan pajak. Dalam retribusi, pada
umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud
pembayran dengan kontraprestasi yang berupa imbalan
tersebut bersifat langsung. Retribusi sendiri dibedakan menjadi Tiga
macam, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu

Berdasarkan hal seperti itu maka ada ciri-ciri tertentu yang
melekat pada retribusi, antara lain:

a. Retribusi dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan

pelaksanaanya yang berlaku umum.

8 Siahan pahala marihot, pajak dan retribusi daerah,h.24.
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b. Dalam retribusi, adanya prestasi berupa pembayaran dari warga
masyarakat akan mendapatkan jasa timbal secara langsung yang
tertuju pada individu yang membayarnya (individual).

c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan
dengan retribusi yang bersangkutan.

d. Pelaksanaanya dapat dipaksakan, dimana paksaan itu umumnya
bersifat ekonomis.®
Pendapatan menurut PSAK No.23 adalah arus masuk bruto dari

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas mormal entitas selama
suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas
yang tidak berasal dari konstribusi penanam modal. Pendapatan diakui
pada saat diterima pada rekening kas umum negara tau daerah .
pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yakni
pendapatan LRA dan pendapatan-LO. Pendapatan laporan kas realisasi
anggaran (LRA) adalah pendapatan berbasis kas yang digunakan untuk
penyusunan laporan kas realisasi Anggaran. Sedangkan pendapatan
laporan oprasional (LO) adalah pendapatan berbasis akrual yang

digunakan untuk penyusunan laporan Oprasional.

° Pudyanto sri y, pengantar hukum pajak,(Yogyakarta: CV Andi offset,
2009),h.5.
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Pendapatan daerah menurut permedagri No 21 tahun 2011
adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut objek pendapatan yang mencakup bgian laba atas penyertaan
modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian atas
penyertaan modal perusahaan milik pemerintah atau BUMN, dan
bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis
pajak daerah, retribusi darah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan jas giro,
pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan pengadaan barang atau jasa daerah.*

19 Erlina, Akuntasi Keuangan Daerah, (Jakarta selatan: Salemba empat,
2013), h.112. untuk selanjutnya ditulis Erlina.
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H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode :

a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau
tidaknya suatu distribusi data. Normalitas data merupakan
syarat pokok yang harus dipenihi dalam analisis parametric.™

b. UjiT
T tes atau t student (disebut juga uji t) merupakan alat uji
statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif
dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. T
tes merupakan salah satu bentuk statistic parapetis karena
menguji data pada skala interval atau rasio.*?

c. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R?) pada intinya mengukur seberapa
jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable
dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain

diluar model.

! Duwi Priyanto, SPSS 22 pengelolaan data terpraktis (Yogyakarta: CV
Andi offset, 2914) h.69
'2 Duwi Priyanto, SPSS 22 pengelolaan data terpraktis, h.134
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I. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis
dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan
sebagai berikut :
BAB | : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il : Kajian teori, terdiri dari paparan teori dan hubungan antar
variabel.
BAB Il : Metode penelitian, terdiri dari ruang lingkup penelitian,

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Pembahasan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum
objek penelitian, dan hasil uji hipotesispenelitian.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



